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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fenomena
flypaper effect dalam pengeluaran pemerintah daerah apakah dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembahasan penelitian ini
berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan di berbagai negara
berkembang dan daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis
tersebut, temuan yang diperoleh adalah, secara umum masih terjadinya
flypaper effect. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih
memiliki ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat untuk
mendanai program yang dilakukannya. Adanya flypaper effect di
kabupaten/kota menunjukkan bahwa telah terjadi inefisiensi belanja
daerah yang bila terjadi secara terus menerus akan berdampak pada
rendahnya kemajuan atau pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kata Kunci: flypaper effect, pengeluaran daerah, pertumbuhan ekonomi
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Pendahuluan

Dewasa ini telah terjadi dorongan
yang kuat bagi negara-negara berkembang
dan transisi untuk melakukan kebijakan
desentralisasi sebagai upaya melepaskan diri
dari ketidakefektifan dan ketidakefisienan
pemerintah, ketidakstabilan makro-ekonomi,
ekonomi

(Martinesz dan McNab, 1997). Tuntutan

serta rendahnya pertumbuhan

mengenai perlunya kebijakan desentralisasi
fiskal telah menjadi fenomena yang
mengglobal pada negara-negara maju

maupun negara berkembang guna
membenahi sistem keuangan pemerintah
daerah dan perimbangan keuangan pusat dan
daerah (Bird and Litvack, 1998).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah
yang merupakan perwujudan desentralisasi
di Indonesia, tentu perlu adanya dana
sebagai keperluan penunjang. Menurut UU
No. 32 Tahun 2004, bahwa untuk
pelaksanaan Pemerintah

Daerah,

kewenangan
Pemerintah Pusat akan
mentransferkan dana perimbangan pada
Pemerintah Daerah. Dengan kata lain,
implikasi langsung atas implementasi
otonomi daerah adalah adanya kebutuhan
dana yang cukup besar sebagai modal awal
menuju kemandirian pemerintah daerah.
Transfer antarpemerintah merupakan
fenomena umum yang terjadi di semua
negara di dunia terlepas dari sistem

pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan

sudah menjadi ciri yang paling menonjol
dari hubungan keuangan antara pusat dan
daerah (Nemec dan Wright, 1997). Tujuan
utama implementasi transfer adalah untuk
menginternalisasikan  eksternalitas  fiskal
yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem
perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal,
dan  pemerataan  fiskal antardaerah
(Oates,1999).
Sayangnya, alokasi transfer di
negara-negara sedang berkembang pada
umumnya lebih banyak didasarkan pada
aspek belanja tetapi kurang memperhatikan
kemampuan pengumpulan pajak lokal
1999).

Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah

(Naganathan dan  Sivagnanam,
daerah selalu menuntut transfer yang lebih
besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya
mengeksplorasi basis pajak lokal secara
1999). Keadaan

tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah

lebih optimal (Oates,

daerah kota dan kabupaten di Indonesia.
Data menunjukkan proporsi pendapatan asli
daerah (PAD) hanya mampu membiayai
belanja pemerintah daerah paling tinggi
sebesar 20 persen.

Pajak daerah dan retribusi daerah
seyogyanya mampu membiayai belanja
pemerintah daerah. Perbedaan potensi pajak
daerah dan retribusi daerah menghasilkan
perbedaan penerimaannya yang selanjutnya
menghasilkan pula perbedaan belanjanya. Di
sisi lain, perbedaan PAD antarpemerintah
daerah tidak

selalu  merepresentasikan
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moemsinya  akibat persaingan pajak  (fax
~wmoerition) antardaerah. Demikian pula,
seoedaan belanja antarpemerintah daerah
sk selalu mencerminkan kebutuhan riil
akibat

mesvarakatnya persaingan

semzeluaran  (expenditures  competition).
“=z=m era perdagangan bebas, persaingan
wme=rpemerintah daerah “ini akan semakin
==t terutama dalam merebut peluang bisnis
Zzlam dalam menarik investasi.

Perilaku fiskal pemerintah daerah
Zzlam merespon transfer dari pusat menjadi
dalam  menunjang

Zsterminan  penting

stcktivitas  kebijakan transfer.  Analisis
cenlaku  pemerintah  dalam  merespon
Tz=nsfer dari pemerintah pusat ini telah lama
mendapat perhatian yang sangat besar dalam
Keuangan  Daerah
misalnya: Tiebout, 1956; McGuire, 1973;
Gramlich, 1977; Courant, Gramlich, dan
Zubinfield, 1979; Inman, 1979; Oates, 1979,
1294 1999; Schwallie, 1989; Hines dan
Thaler, 1995; Fisher, 1996; Duncombe,

1296; dan Rosen, 2002). Pada tataran

~tzratur  Ekonomi

=mpirik, kebanyakan studi pada bidang ini
masih terfokus pada negara-negara maju,
misalnya Gramlich dan Galper (1973),
Zogan, (1986), Stine, (1994), Turnbull
1992, 1998), Gamkhar dan Oates (1996),
Secker (1996), dan Bailey dan Connolly
1998).

Di sisi lain bukti-bukti empiris
<hususnya untuk negara sedang berkembang

masih sangat kurang. Beberapa studi di

negara-negara yang baru mulai menerapkan
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
sudah mulai dilakukan, misalnya oleh Slack
dan Bird (1983) di Kolombia, Naganathan
dan Sivagnanam (1999) di India, Gallagher
(1999) di El Salvador, Gorodnichenko
(2001) di Ukraina, Sagbas (2001) di Turki,
Doessel dan Valadkhani (2002) di Fiji, Lima
(2003) di Brazil, dan Alderete (2004) di
Meksiko. Pada  umumnya, mereka
menggunakan pendekatan secara parsial
sehingga generalisasi simpulannya menjadi
kurang valid.

Berdasarkan beberapa pertimbangan
dan pemikiran tersebut, maka perlu
dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap
bagaimana dampaknya bila terjadi flypaper
effect terhadap kondisi perekonomian dan
pertumbuhan suatu pemerintahan daerah.

Studi ini  berupaya  mengkaji
fenomena flypaper effect atas pertumbuhan
perekonomian pemerintah daerah kota dan
kabupaten sebagai titik berat otonomi
daerah. Beberapa penelitian di Indonesia
tentang hal yang sama pernah dilakukan,
misalnya oleh Bawazier (1988), Ahmad
(1990), Hidayat dan Damayanti (1992).
Studi ini berbeda dengan studi-studi
sebelumnya di Indonesia setidaknya dalam
tiga hal. Pertama, studi ini mengklarifikasi
keterkaitan langsung antara penerimaan
transfer dengan upaya pemerintah daerah
dalam menggali PAD. Hal ini ditujukan agar

transfer mampu menciptakan kinerja fiskal
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lebih baik dalam mengurangi

yang
ketidakseimbangan fiskal secara vertikal.

Kedua, dari sisi belanja adalah

dengan mengamati sensitivitas belanja
pemerintah  daerah  dalam  merespon
perolehan transfer. Hal ini merupakan

prasyarat penting yang harus dikaji agar

transfer didistribusikan

yang

mengurangi ketidakseimbangan fiskal secara

mampu

horizontal. Ketiga, kedua aspek tersebut di
atas dirangkum ke dalam satu kerangka kerja
dengan memperhatikan eksternalitas fiskal
(budget spillover), baik sisi penerimaan dan
belanja, yang muncul secara timbal balik
antardaerah.

Manfaat peneltian ini dilihat baik dari
segi teori maupun terapan antara lain sebagai
masukan dan bahan referensi bagi pihak-
pihak yang ingin melakukan penelitian lebih

effect
pertumbuhan  dan

lanjut tentang flypaper beserta
dampaknya  bagi

perkembangan ekonomi suatu daerah.

Teori Transfer

Rosen (2002), membagi jenis grant
menjadi 2 macam yaitu conditonal grant
atau categorical grant dan unconditional
grant. Conditional grant adalah transfer
khusus yang diberikan kepada pemerintah
daerah untuk tujuan khusus, misalnya untuk
Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Jaring
Pengaman Sosial (JPS). Jadi conditional
grant serupa dengan matching grant.

Unconditonal  grant  diberikan kepada

pemerintah daerah tanpa persyaratan tertentu
dan pada umumnya berkaitan dengan usaha-
usaha produktif untuk investasi pada badan
usaha. Sering juga wuncondional grant
disebut revenue sharing.

Wilde  (1968)

mempelopori analisis transfer tidak bersyarat

dalam  Haryo
dan transfer bersyarat pada kendala anggaran

dan kurva indiferensi. Transfer tidak

bersyarat (unconditional grants) dapat
dijelaskan melalui pendekatan teori perilaku
konsumen. Transfer ini memiliki tujuan
terjadinya peningkatan pembangunan daerah
yang  tercermin  dari

kesejahteraan

meningkatnya
masyarakat melalui
peningkatan pendapatannya.

Transfer tidak bersyarat memiliki
sifat apabila ada tekanan fiskal pada basis
pajak lokal akan menurun yang kemudian
menyebabkan

penerimaan pajak  juga

mengalami penurunan, selain itu
pengeluaran konsumsi barang publik tetap
meningkat. Hal ini berarti transfer akan
beban

sehingga pemerintah daerah tidak perlu

mengurangi pajak  masyarakat

menaikkan untuk

pajak membiayai
penyediaan barang publik. Oleh karena itu
dalam konsep ini dapat disimpulkan bahwa
pengeluaran  pemerintah daerah dalam
penyediaan barang publik tidak akan berbeda
sebagai akibat dari penurunan pajak daerah

atau kenaikan transfer
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Tezaori Pengeluaran Pemerintah

Identitas keseimbangan pendapatan
mesonal  merupakan  pandangan  kaum
i=imesian akan relevansi campur tangan
“e=merintah dalam perekonomian tertutup.
Wemurut  Keynes untuk  menghindari
“mbulnya stagnasi dalam perekonomian,

Semerintah berupaya untuk meningkatkan

umlah pengeluaran Pemerintah dengan

=ngkat yang lebih tinggi dari pendapatan

==sional sehingga dapat mengimbangi
s=cenderungan  mengkonsumsi dalam
serekonomian.

Dalam suatu perekonomian apabila
pendapatan perkapita meningkat, secara
r=latif pengeluaran  Pemerintah  akan
meningkat. Terutama disebabkan karena
FPemerintah harus mengatur hubungan yang
hukum,

kebudayaan dan

zmbul dalam  masyarakat,

pendidikan, rekreasi,
scbagainya. Ada lima hal yang menyebabkan
pengeluaran Pemerintah selalu meningkat
vzifu, (1) tuntutan peningkatan perlindungan
keamanan dan pertahanan, (2) kenaikan
ongkat pendapatan  masyarakat, (3)
urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan
skonomi, (4) perkembangan demografi, dan
5) ketidakefisienan birokrasi. Pertumbuhan
zkonomi akan menyebabkan hubungan antar
mdustri dengan masyarakat akan semakin
wompleks sehingga potensi terjadinya
wegagalan eksternalitas negatif menjadi

semakin besar.

ekonomi

Perkembangan
menyebabkan pemungutan pajak yang
semakin meningkat walaupun tarif pajak
tidak berubah. Meningkatnya penerimaan
pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah
semakin meningkat pula. Oleh karena itu

dalam keadaan normal, meningkatnya GNP

menyebabkan  penerimaan  pemerintah
semakin besar. Begitu juga dengan
pengeluaran pemerintah yang menjadi

semakin besar juga. Pengeluaran tersebut
sebagian digunakan untuk administrasi
pembangunan dan sebagian lagi untuk

kegiatan pembangunan diberbagai jenis

infrastruktur  yang penting. Anggaran-
anggaran tersebut akan meningkatkan
pengeluaran agregat dan mempertinggi

tingkat kegiatan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi
ekonomi diartikan

GDP/GNP  tanpa

Pertumbuhan
sebagai  kenaikan
memandang apakah kenaikan itu lebih besar
atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan
penduduk, atau apakah perubahan struktur
terjadi  atau  tidak.

ekonomi tersebut

Perkembangan ekonomi merupakan
perubahan spontan dan terputus-putus dalam
keadaan stasioner yang senantiasa mengubah
dan mengganti situasi keseimbangan yang
ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan
ekonomi adalah perubahan jangka panjang
secara perlahan dan mantap yang terjadi

melalui kenaikan tabungan dan penduduk.
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Pengertian PDRB menurut Badan

Pusat Statistik (2002:3) adalah jumlah nilai

tambah yang dihasilkan untuk seluruh

wilayah usaha dalam suatu wilayah atau
merupakan jumlah seluruh nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit
ekonomi di suatu wilayah. Cara penyajian

PDRB dilakukan sebagai berikut:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yaitu
semua agregat pendapatan dinilai atas
dasar harga yang berlaku pada masing-
masing tahunnya, baik pada saat menilai
produksi dan biaya antara maupun pada
penilaian komponen nilai PDRB.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu
semua agregat pendapatan dinilai atas
dasar harga tetap, maka perkembangan
agregat pendapatan dari tahun ke tahun

semata-mata karena

perkembangan
produksi riil bukan karena kenaikan

harga atau inflasi.

Flypaper Effect

Istilah “flypaper effect”
diperkenalkan pertama kali oleh Couiant,
Gramlich, dan Rubinfeld (1979) yang

menyatakan "money sticks where it hits".

Flypaper effect merupakan suatu kondisi

dimana stimulus

terhadap pengeluaran

daerah yang disebabkan oleh adanya

perubahan dalam jumlah transfer

(unconditional grants) dari pemerintah pusat
lebih besar dari yang disebabkan oleh
daerah.

perubahan dalam  pendapatan

Fenomena membawa

flypaper  effect
implikasi lebih luas bahwa transfer akan
meningkatkan belanja pemerintah daerah
yang lebih besar
transfer itu sendiri (Turnbull, 1998).
effect

dipahami sebagai ketidaksamaan pengaruh

daripada penerimaan

Flypaper secara  umum
pengeluaran publik dari bantuan pemerintah
federal dan peningkatan pendapatan dengan
jumlah yang sama. Berapapun bantuan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
harus memberikan pengaruh yang sama
besarnya. Bila hal ini tidak terjadi, dimana

ada  kecenderungan  bahwa

pengaruh
pengeluaran publik dalam bentuk bantuan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
tidak memberikan pengaruh yang sama
besarnya, maka hal inilah yang disebut
flypaper effect (Roemer dan Silvestre, 2000).
Dengan kata lain, flypaper effect adalah
suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah
daerah merespon (belanja) lebih banyak
dengan menggunakan dana transfer (grants)
yang diproksikan dengan DAU dari pada
menggunakan kemampuan sendiri, yang
diproksikan dengan PAD (Penerimaan Asli
Daerah) (Maimunah, 2006). Karena itu
flypaper effect dianggap sebagai suatu
anomali dalam perilaku rasional jika transfer
harus  dianggap sebagai  tambahan
pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak
daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan
cara yang sama pula dengan pendapatan asli

daerah.
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Fenomena flypaper effect membawa
moikasi lebih luas bahwa transfer akan
memingkatkan belanja pemerintah  daerah
=o:h besar daripada penerimaan transfer itu
sendini. Fenomena flypaper effect dapat
“=adi dalam dua versi (Gorodnichenko,

Z001). Pertama merujuk pada peningkatan

szz2k daerah dan anggaran belanja
semerintah  yang  berlebihan.  Kedua
mengarah pada elastisitas  pengeluaran

“=rhadap transfer yang lebih tinggi daripada
s zstisitas pengeluaran terhadap penerimaan
ozjak daerah.

Anomali tersebut memicu diskusi
vzng intensif di antara ahli ekonomi.
Serdebatan tersebut menghasilkan beberapa
oenjelasan yang  ditawarkan.  Dalam
shasanah ekonomi, telaah mengenai flypaper
=~zct dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran
semikiran,  yaitu = model  birokratik
Sureaucratic model) dan ilusi fiskal (fiscal

“usion model). Model birokratik menelaah

“paper effect dari sudut pandang dari

cirokrat, sedangkan model ilusi fiskal
mendasarkan kajiannya dari sudut pandang
masyarakat yang mengalami Kketerbatasan
mformasi terhadap anggaran pemerintah
Zzerahnya.

Aliran pemikiran birokratik diawali
2ich Niskanen (1968). Dalam pandangannya,

posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan

«zputusan publik. Ia mengasumsikan
sirokrat berperilaku memaksimisasi
anggaran sebagai proksi kekuasaannya.

Dengan asumsi ini, kuantitas barang publik
disediakan pada posisi biaya rata-rata sama
dengan harganya. Pada posisi biaya marginal
lebih tinggi daripada harganya, kuantitas
barang publik menjadi tersedia terlalu
banyak. Dengan demikian, transfer akan
menurunkan harga barang publik sehingga
memicu birokrat untuk membelanjakan lebih
banyak anggaran.

Secara implisit, model birokratik
menegaskan flypaper effect sebagai akibat
dari perilaku birokrat yang lebih leluasa
membelanjakan transfer daripada menaikkan
pajak. McGuire (1973) mengistilahkan hal
ini sebagai ketamakan politisi (a greedy
model). (1990)

politicians Grossman

melukiskannya sebagai perilaku politisi
dengan cakrawala pandang yang menyempit
demikian,

behavior). Dengan

(myopic
Jflypaper effect terjadi karena superioritas
pengetahuan birokrat mengenai transfer.
Informasi lebih yang dimiliki birokrat
memungkinkannya memberikan pengeluaran
yang berlebih.

Implikasi yang penting dari model
birokratik ini adalah bahwa desentralisasi
fiskal bisa membantu dalam menjelaskan
pertumbuhan sektor publik. Dalam sistem
yang terdesentralisasi, pemerintah daerah
memiliki lebih banyak informasi untuk
membedakan kepentingan penduduknya
sehingga bisa memperoleh lebih banyak
sumber daya dari perekonomian (Tiebout,

1956). Hal ini memberikan implikasi bahwa
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efisiensi ekonomi penyediaan barang publik

akan tercapai dengan melibatkan partisipasi
masyarakat.

Model Ilusi Fiskal (Fiscal Ilusion
Model) menggambarkan ilusi fiskal terjadi
saat pembuat keputusan yang memiliki

kewenangan dalam

suatu institusi

menciptakan  ilusi dalam  penyusunan

keuangan (rekayasa) sehingga mampu
mengarahkan pihak lain pada penilaian
maupun tindakan tertentu. Dengan kata lain,
pemerintah daerah melakukan rekayasa
terhadap anggaran agar mampu mendorong
masyarakat untuk memberikan kontribusi
dan juga mendorong pemerintah pusat untuk
mengalokasikan dana dalam jumlah yang
lebih besar. Apabila terdapat respon yang
asimetris terkait dengan penerimaan maupun
diindikasikan
terjadi ilusi fiskal (Shinta, 2009).

pengeluaran maka dapat
Model birokratik dan ilusi fiskal pada

prinsipnya menawarkan penjelasan
mengenai sebab dan kronologi terjadinya
selisih anggaran. Perbedaan yang paling
mendasar antara model birokratik dan model
ilusi fiskal adalah terletak pada sudut
pandang analisisnya. Model birokratik, di
satu sisi menelaah terjadinya perbedaan
anggaran dengan mengambil sudut pandang
daerah,

sedangkan model ilusi fiskal, di sisi yang

dari perilaku para birokrat di

lain mendasarkan kajiannya dari sudut

pandang perilaku masyarakat setempat

dalam menyikapi keterbatasan informasi

terhadap anggaran pemerintah daerah.

Aplikasi Flypaper Effect pada Pemerintah

Daerah

Tujuan utama pemerintah pusat
memberikan transfer keuangan adalah untuk
membantu

meningkatkan permintaan

agregate pemerintah lokal atau
pemerintahan daerah melalui peningkatan

pengeluarannya. Kebijakan

transfer
keuangan ini banyak dialamatkan bagi
daerah-daerah yang secara ekonomi masih
miskin atau masih dibawah kehidupan yang
sejahtera, sehingga transfer keuangan dapat
dianggap sebagai subsidi bagi masyarakat
lokal. Ini berarti adanya ketimpangan atau
perbedaan persepsi antara pemerintah pusat

daerah.

hasil-hasil

dan pemerintah Dengan

menganalisis penelitian  ini
diharapkan adanya temuan atau bagaimana
mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
agar terciptanya satu tujuan dan satu

kesepakatan  bagaimana  meningkatkan

pertumbuhan ekonomi suatu pemerintah

daerah.

Oates’ (1979) menyatakan fenomena
Sflypaper effect dapat dijelaskan dengan ilusi
fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan
biaya rata-rata penyediaan barang publik
(bukan  biaya

marginalnya). Namun,

masyarakat tidak memahami

penurunan

biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-
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urunkan
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izva rata-

muwz atau biaya marginalnya. Masyarakat
semva percaya harga barang publik akan
mesurun. Bila permintaan barang publik
12z elastis, maka transfer berakibat pada
w=naikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti

effect

¢szudaktahuan masyarakat akan anggaran

ipaper merupakan akibat dari
semerintah daerah.

Lebih jauh, ilusi fiskal diartikan
schagai kesalahan persepsi masyarakat baik
—engenai pembiayaan maupun alokasi
smzgaran dan keputusan mengenai kedua hal
s=msebut dihasilkan justru dari kesalahan
sersepsi semacam ini (Schawaliie, 1989).
(1986)

sersepsi  tersebut  dapat  berlanjut dalam

i ogan berpendapat  kesalahan
szhkan jangka panjang. Turnbull (1992)
=enawarkan penjelasan lain mengenai
e=herlanjutan kesalahan persepsi tersebut.
Wenurut Turnbull, ketidakpastian tingkat
m=rga barang publik akan menciptakan
=siko. Risiko ini dalam jangka panjang akan
memicu pengeluaran yang berlebih.
Fillimon, Romer, dan Rosenthal
1282) mengembangkan hipotesis ilusi fiskal
Zzlam konteks ketidaktahuan masyarakat
zvan jumlah transfer yang diterima. Dalam
daerah

£33US ini, pemerintah

menyembunyikan jumlah transfer yang

Ziterima  dari  pusat dan  kemudian

membelanjakannya pada level puncak.
Akibatnya, masyarakat memandang telah
=rjadi kenaikan pengeluaran pemerintah

dazerah dengan kenaikan yang lebih tinggi

daripada kenaikan kuantitas yang diminta

sebagai cerminan dari kenaikan
pendapatannya.
Becker (1996) dan Bailey dan

Connolly (1998) mengidentifikasi beberapa
isu yang selalu muncul dalam pembahasan
mengenai flypaper effect. Salah satu isu yang
penting adalah respon yang tidak simetri
terhadap perubahan transfer. Teori perilaku
konsumen di atas menjelaskan bahwa respon
terhadap perubahan transfer seharusnya
indiferen. Hal ini berarti bahwa pengaruh
perubahan transfer pada perilaku fiskal
pemerintah daerah akan sama terlepas
apakah sumbangan tersebut diperoleh
melalui runtutan kenaikan atau melalui
serangkaian kenaikan lalu dikurangi secara
gradual.

Gramlich (1977) menyatakan dalam
kasus keuangan daerah ada respon yang
tidak simetri terhadap perubahan besaran
transfer. Ia menjelaskan bahwa transfer
diberikan untuk jangka waktu tertentu.
Selama periode tersebut, pihak-pihak
tertentu yang memperoleh keuntungan dari
penerimaan transfer mulai meningkat.
Setelah

melakukan lobi untuk mempertahankan

transfer  dikurangi, = mereka

keuntungannya melalui kenaikan pajak.
Oates (1994) mengemukakan karena alasan
politis belanja pemerintah daerah bisa jadi
tidak sensitif terhadap penurunan transfer
yang menunjukkan flypaper effect terjadi

dalam satu arah.
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Thaler

(1990) dan
Knetsch, dan Thaler (1991) menjelaskan

Kahneman,

bahwa fenomena flypaper effect yang terjadi
secara tidak simetri disebabkan oleh perilaku
birokrat pemerintah daerah dan konsumen
yang cenderung menghindari kerugian (loss
aversion) dan kelangkaan kemudahan (lack
of fungibility) atas penggunaan transfer.
Pemerintah daerah dan masyarakat pada
umumnya cenderung lebih sensitif terhadap
penurunan kesejahteraan daripada
sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa

untuk melakukan sumber

penggantian
pembiayaan anggaran (fiscal replacement),
biaya politik atas kenaikan pajak menjadi
lebih besar daripada keuntungan politik yang
diperoleh pemerintah atas pengurangan
pajak.

Lebih lanjut, birokrat pemerintah
daerah dan masyarakat memandang bahwa
kemudahan transfer yang diterima pada saat
yang sedang berjalan tetap memiliki nilai
sekarang (present value) yang lebih tinggi
daripada jumlah transfer yang diterima pada
waktu-waktu yang akan datang meskipun
dengan nilai sekarang yang lebih tinggi.
Dengan demikian,

fungibilitas  transfer

tersebut akan memberikan

pengaruh
konsumsi yang jauh lebih besar. Hal ini
memberikan implikasi lebih lanjut bahwa

masyarakat akan

menggunakan  aspek

fungibilitas transfer ini untuk mengevaluasi
kinerja pemerintahannya (Hines dan Thaler,

1995; Alderete, 2004).

Hasil penelitian Legrenzi dan Milas
di Italia (2002) dalam kaitannya dengan
hubungan antara pengeluaran pemerintah
daerah, transfer dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah dan pajak yanng diterima
pemerintah  daerah telah menimbulkan

flypaper  effect.
pengeluaran yang lebih besar dari pada pajak

adanya Peningkatan
lokal dalam merespons peningkatan transfer
inilah fiskal
Selanjutnya Rodden

disebut
effect.

(2002) menyatakan bahwa transfer keuangan

yang

replacement

sebagai

pemerintah pusat masih menjadi primadona
sumber penerimaan bagi pemerintah daerah
ketimbang pajak daerah.

Turnbull (1998) menyatakan bahwa
indikasi peningkatan belanja yang tinggi

tersebut  disebabkan

karena  inefisiensi

belanja pemerintah daerah. Gejala ini
menunjukkan bahwa birokrat pemerintah
daerah bertindak sangat reaktif terhadap
transfer yang diterima dari pusat.
Pelaksanaan
fiskal

Undang-undang

transfer dana

desentralisai yang diamanatkan
otonomi daerah

dipergunakan untuk membangun sarana dan

prasarana publik dalam bidang
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang selanjutnya akan

mendorong pertumbuhan ekonomi. Melihat
kenyataan bahwa Transfer Tidak Bersyarat
(TTB) menjadi sumber dana utama dalam
menunjang pembiayaan pembangunan yang

ada di Kabupaten/Kota di Kalimantan, TTB
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& yanng diterima
menimbulkan

=  Peningkatan
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ssbagai  fiskal
iumya  Rodden
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&= =di primadona
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mztakan bahwa
= yang tinggi

= inefisiensi

Gejala ini
I=! pemerintah

=xtif  terhadap

=T

Ter dana

diamanatkan

iy daerah
sarana dan

5 bidang
Eman dan
Erutnya akan
momi. Melihat
ersyarat

me dalam
¥ang

e TTB

Soec=pkan  dapat  mendorong  tingkat
me—=mbuhan ekonomi yang membawa

s=mmzkatkan pendapatan masyarakat. Oleh
Grenz itu tingkat pertumbuhan ekonomi
mem adi salah satu tujuan penting pemerintah
Zz=r=h maupun pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis penelitian
wznz dilakukan oleh Pramuka (2010) yang
menchiti Flypaper effect pada pengeluaran
semerintah daerah di Jawa, secara simultan
maopun secara parsiall DAU dan PAD
mepengaruh  signifikan  terhadap Belanja
Tweerzh, dengan kata lain, terbukti tidak
w=madinya flypaper effect pada Kabupaten
2= Kota di Jawa, namun adanya
semingkatan jumlah belanja operasi maupun
s=lznja modal di tahun berikutnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
_angoday (2006) di provinsi Nusa Tenggara

bahwa

Tmmur  menemukan transfer
semerintah pusat pada pemerintah daerah
=e=mpengaruhi ketimpangan fiskal vertikal
wemandirian fiskal). Semakin meningkatnya
wL=iimpangan fiskal vertikal akan
=emberikan dampak terhadap penurunan
ecbutuhan  fiskal. Hal  ini akan
=mengakibatkan penurunan ekonomi daerah
Zan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh
LMMaimunah (2006) yang meneliti tentang
“Twpaper effect pada DAU dan PAD terhadap
Selanja Daerah pada Kabupaten/Kota di
Pulau Sumatera, hasilnya adalah terjadinya

“ypaper effect pada belanja Daerah pada

Kabupaten/Kota di Sumatera, namun tidak

terjadi  pada belanja daerah  bidang
pendidikan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Purnomo (2011) yang meneliti flypaper
effect pada pengaruh transfer tidak bersyarat
dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan pada
tahun 2007-2010, dan hasilnya adalah
terjadinya flypaper effect di empat puluh
lima Kabupaten/Kota yang ada di
Kalimantan selama periode tersebut. Hal ini
meunjukkan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota di Kalimantan cenderung
sangat reaktif dan begitu mengharapkan dana
dari Pemerintah pusat ketimbang
mengoptimalkan potensi PAD-nya. Dengan
kata lain, terjadinya inefisiensi belanja
daerah yang bila terjadi secara terus menerus
akan berdampak rendahnya kemajuan
pembangunan ekonomi di daerah.

Bagi pemerintah pusat, transfer
memang diharapkan menjadi pendorong agar
pemerintah daerah secara intensif menggali
sumber-sumber penerimaan sesuai
kewenangannya. Namun, penggalian PAD
yang hanya didasarkan pada faktor
inkremental akan berakibat negatif pada
perekonomian daerah. Sedangkan tujuan
yang diharapkan adalah adanya kemandirian
suatu pemerintah daerah dan adanya

pertumbuhan perekonomiannya.
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Kesimpulan
Fenomena Flypaper Effect yang
terjadi pada pemerintahan daerah secara
umum dapat mengindikasikan peningkatan
belanja daerah yang tinggi dibandingkan
dengan realisasi pengumpulan PAD yang
diterima oleh pemerintah daerah. Dengan
kata lain, hal ini disebabkan karena adanya
inefisiensi belanja daerah operasional.
Adanya peningkatan alokasi transfer
diikuti dengan PAD yang lebih tinggi,
mengindikasikan sikap overaktif pemerintah
daerah terhadap arti pentingnya transfer.
Bagi pemerintah pusat, transfer memang
diharapkan  menjadi

pendorong  agar

pemerintah daerah secara intensif menggali

sumber-sumber penerimaan sesuai
kewenangannya. Pemerintah daerah
cenderung sangat reaktif dan begitu

mengharapkan dana dari pemerintah pusat
ketimbang mengoptimalkan potensi sumber
daya yang ada di daerah seluas-luasnya guna
meningkatkan Peningkatan Asli Daerahnya

(PAD). flypaper  effect  di
kabupaten/Kota juga menunjukkan bahwa

Adanya

telah terjadi inefisiensi belanja daerah yang
bila terjadi secara terus menerus akan
bérdampak pada rendahnya kemajuan
pembangunan ekonomi di daerah.

Di sisi lain, peningkatan alokasi
transfer juga diikuti dengan pertumbuhan
belanja yang lebih tinggi. Jika tidak diiringi
dengan PAD yang memenuhi belanja daerah,

maka akan menimbulkan ketergantungan

pemerintah daerah pada transfer dari pusat
yang semakin besar. Implikasinya adalah,
bila pencairan dana transfer dari pusat
mengalami kendala, maka akan menjadi
masalah dalam pembiayaan program atau
proyek yang di danai dari pemerintah pusat.
Apakah pemerintah daerah akan melakukan
pinjaman kepada pihak lain, atau menunda
pelaksanaan proyek tersebut. Hal ini akan
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari
program atau proyek pemerintah daerah
yang bersangkutan.

Pengelolaan dana transfer dari pusat
kepada daerah hendaknya dapat dilakukan
efektif dan efisien,

secara sehingga

pemerintah daerah dapat berkoordinasi
dengan pihak lain yang berkepentingan
untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan
yang bersih (good governance).

Penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi yang bermanfaat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

seperti pemerintah, peneliti dan pihak

akademis. Bagi pemerintah pusat dan

pemerintah  daerah, dalam penyusunan
kebijakan di masa yang akan datang lebih
memperhatikan transfer antar pemeritah
dengan adanya perencanaan, pengendalian
dan evaluasi dari APBN dan APBD serta
undang-undang atau peraturan pemerintah
(PP) yang menyertainya. Bagi pihak
akademisi, sebagai bahan referensi dan data
tambahan bagi pengembangan ilmu pada

masa mendatang. Terakhir bagi pihak
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c<r dari pusat
sinya adalah,
dari pusat
menjadi
rogram atau
emintah pusat.
& melakukan
u menunda
ini akan
wjuan dari

daerah

r dari pusat
dilakukan
sehingga

rwoordinasi
pentingan

erintahan

= yusunan
mg lebih
meritah
g=ndalian
8D serta
aerintah
pihak

=n data
Iz pada
pihak

smms. dapat memberikan kontribusi dalam
b7

LMHJE_;" Tl

=emperkuat  penelitian  sebelumnya,

melakukan  penelitian-penelitian

pada tahun-tahun mendatang,
\ar=== diharapkan pada suatu masa, flypaper
w o udak terjadi lagi di negara berkembang
wue semerintahan daerah, karena bila hal itu
w=maci. berarti pemerintah daerah dalam
memcanal proyek atau programnya tidak
sez=ntung pada transfer yang diberikan oleh
s=—e=mntah pusat. Dengan kata lain,
semenntah daeah tersebut sudah mandiri,

me mengalami pertumbuhan ekonomi yang
“\Hl”—’:.
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